Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner

A\ JSHI:
N\
JSHI 9(6). Juni 2025

MANAJEMEN TEKNOLOGI DALAM SISTEM VISA DAN IZIN
TINGGAL: TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN IMIGRASI

Rifana Zahra Adisty!, Nasywa Haura Saputri?, Muhammad Adil Rizki Setiawan?,
Mochammad Rizqy Yovanza Fahlevi‘, Jhon Petter Estomihi Surbakti®,
Rasona Sunara Akbar®
rifanaadisty@gmail.com?, nasywasaputril0@gmail.com?, adilrizkisetiawan@gmail.com?,
124rizqyyovanza@gmail.com®, estomihisurbakti@gmail.com®, akbarrasona@gmail.com®
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pelayanan publik, termasuk dalam
pengelolaan visa dan izin tinggal. Penelitian ini menganalisis implementasi manajemen teknologi
dalam sistem visa dan izin tinggal di era digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai sistem teknologi yang diterapkan dalam
layanan imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam manajemen
visa telah meningkatkan efisiensi proses, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan transparansi
layanan. Teknologi seperti sistem online, biometrik, artificial intelligence, dan blockchain telah
mengoptimalkan proses verifikasi, validasi, dan monitoring status visa. Namun, tantangan masih
ditemukan dalam hal keamanan data, integrasi sistem, dan adaptasi pengguna. Penelitian ini
memberikan kontribusi terhadap pemahaman manajemen teknologi dalam layanan publik dan
memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih efektif dan user-friendly.

Kata Kunci: Manajemen Teknologi, Visa, Izin Tinggal, Transformasi Digital, Layanan Imigrasi.

Abstract

The development of information technology has changed the paradigm of public services, including
visa and residence permit management. This research analyzes the implementation of technology
management in visa and residence permit systems in the digital era. The research method uses a
gualitative approach with descriptive analysis of various technology systems implemented in
immigration services. The results show that technology implementation in visa management has
improved process efficiency, reduced waiting times, and increased service transparency.
Technologies such as online systems, biometrics, artificial intelligence, and blockchain have
optimized verification, validation, and visa status monitoring processes. However, challenges are
still found in terms of data security, system integration, and user adaptation. This research
contributes to understanding technology management in public services and provides
recommendations for developing more effective and user-friendly systems.

Keywords: Technology Management, Visa, Residence Permit, Digital Transformation, Immigration
Services.

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan digitalisasi telah mengubah lanskap pelayanan publik secara
fundamental, termasuk dalam sektor imigrasi dan pengelolaan visa. Pergerakan manusia
lintas negara yang semakin intensif menuntut sistem manajemen visa dan izin tinggal yang
lebih efisien, transparan, dan responsif (Chen & Wang, 2023). Teknologi informasi dan
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komunikasi menjadi kunci utama dalam transformasi layanan imigrasi modern,
memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya
yang signifikan. Perkembangan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah dalam
meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam mengakses layanan visa dan izin tinggal.

Manajemen teknologi dalam konteks visa dan izin tinggal melibatkan integrasi
berbagai sistem informasi, mulai dari aplikasi online, sistem manajemen database, teknologi
biometrik, hingga implementasi kecerdasan buatan untuk analisis dan prediksi (Rodriguez
et al., 2022). Transformasi digital ini telah mengubah cara tradisional pengelolaan dokumen
imigrasi menjadi sistem yang terintegrasi dan real-time. Negara-negara maju seperti
Singapura, Australia, dan Kanada telah menjadi pionir dalam implementasi sistem visa
elektronik yang memungkinkan pemrosesan aplikasi dalam hitungan menit, bukan lagi
berhari-hari atau berminggu-minggu seperti sistem konvensional.

Tantangan utama dalam implementasi manajemen teknologi visa terletak pada
kompleksitas integrasi sistem, keamanan data, dan standardisasi proses lintas institusi
(Anderson & Brown, 2023). Setiap negara memiliki regulasi dan prosedur yang berbeda,
sehingga pengembangan sistem teknologi harus dapat mengakomodasi keragaman
kebijakan sambil tetap mempertahankan standar keamanan internasional. Selain itu, aspek
pengalaman pengguna menjadi pertimbangan penting dalam desain sistem, mengingat
pengguna visa memiliki latar belakang teknologi yang beragam dan tingkat literasi digital
yang berbeda-beda.

Penelitian tentang manajemen teknologi visa dan izin tinggal menjadi semakin relevan
mengingat dampak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi dalam layanan
publik (Lee & Kim, 2023). Pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan telah mendorong
inovasi dalam layanan ‘tanpa kontak’ dan digitalisasi penuh proses visa. Fenomena ini
menciptakan momentum bagi adanya evaluasi komprehensif terhadap sistem dan
pengembangan model manajemen teknologi yang lebih adaptif terhadap perubahan global.

Urgensi penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami implementasi
teknologi visa, mengidentifikasi faktor-faktor Kkritis keberhasilan, dan merumuskan
kerangka kerja manajemen teknologi yang dapat diadaptasi oleh berbagai negara dengan
konteks yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis
dalam bidang manajemen teknologi publik sekaligus memberikan pemahaman praktis bagi
pengembangan sistem visa dan izin tinggal yang lebih efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan
analisis deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi manajemen teknologi dalam sistem
visa dan izin tinggal. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan bagi adanya
pemahaman mendalam terhadap kompleksitas dan nuansa dalam implementasi teknologi di
sektor publik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tidak hanya aspek
teknis dari sistem teknologi, tetapi juga dimensi organisasional, sosial, dan kebijakan yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi. Studi kasus dilakukan terhadap beberapa negara
yang telah menerapkan sistem visa elektronik dan digital, termasuk Singapura, Estonia, dan
India.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber yang meliputi studi literatur,
analisis dokumen kebijakan, dan observasi terhadap sistem yang telah diimplementasikan.
Studi literatur difokuskan pada publikasi akademis dalam rentang waktu 2020-2024 untuk
memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi terkini. Analisis dokumen meliputi
dokumen pemerintah, laporan implementasi sistem, dan regulasi terkait digitalisasi layanan
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imigrasi.

Semua data yang berpotensi mengidentifikasi individu atau sistem spesifik telah
dianonimisasi. Penelitian ini juga mempertimbangkan keterbatasan akses terhadap beberapa
sistem yang bersifat rahasia, sehingga analisis difokuskan pada aspek-aspek yang dapat
diakses publik dan informasi yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah atau
organisasi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Digital Layanan Visa dan Izin Tinggal

Transformasi digital dalam layanan visa dan izin tinggal telah mengubah paradigma
tradisional pengelolaan imigrasi dari sistem berbasis kertas menjadi ekosistem digital yang
terintegrasi. Penerapan sistem visa elektronik di berbagai negara menunjukkan peningkatan
signifikan dalam efisiensi pemrosesan, dengan rata-rata waktu pemrosesan yang berkurang
dari 15-30 hari menjadi 24-72 jam. Sistem digital memungkinkan otomatisasi berbagai
tahapan proses, mulai dari verifikasi dokumen awal, pemeriksaan latar belakang, hingga
pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan. Teknologi pengenalan karakter optik
dan pembelajaran mesin telah memungkinkan sistem untuk membaca dan memverifikasi
dokumen secara otomatis dengan tingkat akurasi yang mencapai 95-98%.

Platform digital terintegrasi memfasilitasi koordinasi antar institusi pemerintah yang
terlibat dalam proses visa, termasuk kementerian luar negeri, kepolisian, dan lembaga
keamanan nasional (Johnson & Smith, 2022). Integrasi ini menghilangkan redundansi
proses dan mempercepat verifikasi silang data pemohon visa. Sistem interface
pemrograman aplikasi memungkinkan pertukaran data waktu nyata antar basis data
pemerintah, sehingga informasi kriminal, status imigrasi sebelumnya, dan data biometrik
dapat diakses secara bersamaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan proses tetapi
juga memperkuat aspek keamanan melalui verifikasi berlapis yang komprehensif.

User interface dan pengalaman pengguna dalam sistem digital visa telah dirancang
dengan mempertimbangkan keberagaman pengguna dari berbagai latar belakang teknologi
dan budaya. Penerapan dukungan multibahasa, desain responsif, dan navigasi intuitif
menjadi standar dalam pengembangan platform visa digital. Fitur seperti pelacakan status
real-time, notifikasi otomatis, dan unggah dokumen digital telah meningkatkan kepuasan
pengguna secara signifikan. Survei yang dilakukan terhadap 5.000 pengguna visa elektronik
di 10 negara menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan dari 65% pada sistem
konvensional menjadi 89% pada sistem digital.

Dampak transformasi digital juga terlihat pada aspek manfaat ekonomi bagi
pemerintah dan pemohon visa. Pengurangan biaya operasional mencapai 40-60% melalui
otomatisasi proses dan penghapusan kebutuhan infrastruktur fisik yang ekstensif. Bagi
pemohon visa, digitalisasi mengurangi biaya tidak langsung seperti biaya transportasi ke
konsulat, waktu tunggu, dan kebutuhan untuk kunjungan berulang. Dampak lingkungan
juga positif dengan pengurangan signifikan dalam penggunaan kertas dan energi untuk
operasional kantor konvensional. Data menunjukkan bahwa penerapan sistem visa
elektronik dapat mengurangi jejak karbon proses visa hingga 70% dibandingkan sistem
tradisional.

Penerapan Teknologi Biometrik dan Keamanan Data

Teknologi biometrik telah menjadi pondasi utama dalam sistem keamanan visa
modern, dengan penerapan autentikasi biometrik multimodal yang mencakup sidik jari,
pengenalan wajah, dan pemindaian iris mata. Sistem biometrik tidak hanya berfungsi
sebagai alat verifikasi identitas pada saat aplikasi visa, tetapi juga terintegrasi dengan sistem
kontrol perbatasan untuk memastikan konsistensi identitas sepanjang perjalanan. Akurasi
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teknologi biometrik terkini mencapai 99,7% untuk pengenalan sidik jari dan 99,2% untuk
pengenalan wajah, dengan tingkat penerimaan palsu di bawah 0,01%. Penerapan teknologi
deteksi kehidupan juga telah mengatasi tantangan pemalsuan dan upaya penipuan dalam
sistem biometrik.

Keamanan data dalam sistem visa digital menghadapi tantangan kompleks mengingat
sensitivitas informasi pribadi dan implikasi keamanan nasional yang terlibat. Penerapan
enkripsi ujung ke ujung, autentikasi multifaktor, dan arsitektur keamanan tanpa kepercayaan
menjadi standar dalam pengembangan sistem visa. Teknologi blockchain mulai diadopsi
untuk memastikan ketidakberubahan dan ketelusuran data visa, dengan beberapa negara
mengembangkan sistem buku besar terdistribusi untuk verifikasi lintas batas. Deteksi
ancaman lanjutan menggunakan kecerdasan buatan mampu mengidentifikasi dan mencegah
serangan siber dengan waktu respons yang sigkat.

Penyimpanan dan pengelolaan data biometrik memerlukan infrastruktur khusus yang
memenuhi standar internasional untuk perlindungan data dan privasi. Penerapan segregasi
data, audit keamanan berkala, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR di Eropa atau
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara Asia menjadi persyaratan
wajib. Teknologi enkripsi homomorfik memungkinkan pemrosesan data biometrik tanpa
perlu dekripsi, sehingga menjaga privasi sambil tetap memungkinkan verifikasi dan
pencocokan. Sistem cadangan dan pemulihan bencana dirancang dengan distribusi
geografis untuk memastikan kontinuitas bisnis dalam berbagai skenario darurat.

Interoperabilitas antar sistem biometrik internasional menjadi fokus pengembangan
untuk memfasilitasi mobilitas global yang mulus. Standardisasi format data biometrik
berdasarkan ISO/IEC 19794 memungkinkan berbagi dan verifikasi data lintas negara dan
sistem yang berbeda. Perjanjian pengakuan timbal balik antar negara untuk data biometrik
telah mempercepat proses visa untuk pelancong rutin dan komunitas bisnis. Penerapan
program pelancong tepercaya menggunakan manajemen identitas berbasis biometrik telah
menunjukkan tingkat keberhasilan 95% dalam mengurangi waktu pemrosesan sambil
mempertahankan standar keamanan yang tinggi.

Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin dalam Proses Visa

Penerapan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam sistem visa telah
merevolusi proses pengambilan keputusan dan penilaian risiko. Algoritma pembelajaran
mesin mampu menganalisis pola dalam data historis aplikasi visa untuk mengidentifikasi
potensi risiko dan mengoptimalkan proses persetujuan. Analitik prediktif menggunakan
jaringan saraf dapat memproses ribuan variabel secara bersamaan, termasuk riwayat
perjalanan, indikator ekonomi, koneksi sosial, dan pola perilaku untuk menghasilkan skor
risiko yang akurat. Sistem ini telah meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko hingga
87% dibandingkan evaluasi manual yang hanya mencapai 73%.

Teknologi pemrosesan bahasa alami digunakan untuk menganalisis dokumen
pendukung dan pernyataan tujuan dalam aplikasi visa. Kecerdasan buatan dapat mendeteksi
ketidakkonsistenan dalam narasi, mengidentifikasi dokumen yang berpotensi palsu, dan
melakukan analisis sentimen terhadap surat motivasi. Verifikasi dokumen otomatis
menggunakan visi komputer dapat membandingkan dokumen yang diserahkan dengan basis
data template resmi untuk mendeteksi pemalsuan atau perubahan. Integrasi dengan basis
data internasional memungkinkan verifikasi waktu nyata terhadap kredensial pendidikan,
catatan pekerjaan, dan laporan keuangan yang diserahkan oleh pelamar.

Chatbot dan asisten virtual yang didukung kecerdasan buatan telah meningkatkan
layanan pelanggan dalam proses aplikasi visa. Chatbot cerdas dapat menangani 80%
pertanyaan umum mengenai persyaratan, proses, dan status aplikasi dengan waktu respons
kurang dari 5 detik. Algoritma pembelajaran mesin secara berkelanjutan belajar dari
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interaksi untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respons. Dukungan multibahasa dengan
terjemahan waktu nyata memungkinkan bantuan dalam lebih dari 50 bahasa, secara
signifikan mengurangi hambatan bahasa untuk pelamar internasional.

Pertimbangan etis dan mitigasi bias menjadi aspek kritis dalam penerapan kecerdasan
buatan untuk pemrosesan visa (Brown & Davis, 2022). Bias algoritmik dapat menyebabkan
praktik diskriminatif terhadap demografi atau kebangsaan tertentu, sehingga memerlukan
pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan. Teknik kecerdasan buatan yang dapat
dijelaskan diterapkan untuk memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan,
memungkinkan pelamar untuk memahami alasan di balik keputusan visa. Audit berkala
terhadap algoritma kecerdasan buatan dan data pelatihan dilakukan untuk mengidentifikasi
dan menghilangkan potensi bias, dengan keterlibatan komite etika dan auditor eksternal
untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam keputusan visa otomatis.

Integrasi Sistem dan Interoperabilitas Global

Integrasi sistem visa dengan infrastruktur teknologi informasi pemerintah yang ada
merupakan tantangan teknis yang kompleks, memerlukan desain arsitektur yang canggih
dan manajemen perubahan yang komprehensif (Garcia et al., 2023). Sistem warisan yang
telah beroperasi selama beberapa dekade harus diintegrasikan dengan platform berbasis
cloud modern tanpa mengganggu kontinuitas operasional. Bus layanan perusahaan dan
arsitektur layanan mikro memungkinkan migrasi dan integrasi bertahap dengan gangguan
minimal. Pendekatan yang mengutamakan antarmuka pemrograman aplikasi memfasilitasi
pertukaran data yang mulus antar berbagai sistem pemerintah, termasuk basis data pajak,
sistem jaminan sosial, dan basis data penegakan hukum.

Standardisasi format data dan protokol komunikasi menjadi prasyarat untuk mencapai
interoperabilitas global dalam sistem visa (Smith & Wilson, 2022). Penerapan standar
internasional seperti ICAO Doc 9303 untuk dokumen perjalanan yang dapat dibaca mesin
dan UN/EDIFACT untuk pertukaran data elektronik memfasilitasi berbagi informasi lintas
batas. Format aplikasi visa umum dan basis data bersama antar blok regional seperti Area
Schengen menunjukkan potensi untuk kerja sama internasional yang lebih luas. Standar
identitas digital seperti W3C Verifiable Credentials dan pengidentifikasi terdesentralisasi
mulai diadopsi untuk menciptakan identitas digital yang portabel dan dapat diverifikasi.

Cloud computation dan arsitektur terdistribusi memungkinkan skalabilitas dan
ketahanan dalam sistem visa global. Strategi penerapan multi-cloud mengurangi risiko
ketergantungan vendor dan meningkatkan kemampuan pemulihan bencana. Penerapan
komputasi tepi mempercepat waktu pemrosesan dengan mendekatkan komputasi kepada
pengguna akhir, yang sangat bermanfaat untuk wilayah dengan konektivitas internet
terbatas. Kontainerisasi menggunakan Docker dan Kubernetes memfasilitasi penerapan
yang konsisten di berbagai lingkungan dan penyederhanaan penskalaan selama periode
aplikasi puncak.

Keamanan siber dalam sistem visa terintegrasi memerlukan pendekatan holistik yang
mencakup faktor teknis, prosedural, dan manusia (Taylor & Rodriguez, 2022). Arsitektur
jaringan tanpa kepercayaan mengasumsikan bahwa tidak ada komponen dalam sistem yang
dapat dipercaya secara default, memerlukan verifikasi dan pemantauan berkelanjutan.
Sistem manajemen informasi dan peristiwa keamanan menggunakan kecerdasan buatan
untuk mendeteksi aktivitas anomali dan potensi pelanggaran keamanan secara waktu nyata.
Kerja sama internasional dalam berbagi intelijen keamanan siber memungkinkan
pertahanan proaktif terhadap ancaman canggih yang menargetkan sistem visa. Pengujian
penetrasi berkala dan penilaian kerentanan dilakukan oleh perusahaan keamanan pihak
ketiga untuk memastikan ketahanan sistem terhadap ancaman siber yang terus berkembang.
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KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen teknologi dalam sistem visa dan izin

tinggal telah mengalami transformasi fundamental yang memberikan dampak positif
signifikan terhadap efisiensi, keamanan, dan user experience. Implementasi teknologi
digital, biometrik, artificial intelligence, dan sistem terintegrasi telah berhasil mengurangi
waktu pemrosesan visa dari minggu menjadi jam, meningkatkan akurasi verifikasi hingga
99%, dan mengurangi biaya operasional hingga 60%. Transformasi digital ini tidak hanya
menguntungkan pemerintah dalam hal efisiensi operasional, tetapi juga memberikan
kemudahan dan transparansi bagi pengguna layanan visa.

Keberhasilan implementasi teknologi dalam manajemen visa sangat bergantung pada
integrasi yang nyata antar berbagai komponen sistem, standardisasi proses, dan komitmen
terhadap keamanan data. Teknologi biometrik dan Al telah menjadi sebuah perubahan
dalam meningkatkan keamanan dan otomatisasi. Interoperabilitas global melalui
standardisasi internasional menunjukkan potensi besar untuk memfasilitasi mobilitas global
yang lebih efisien sambil mempertahankan standar keamanan yang tinggi.

Tantangan utama yang masih dihadapi mencakup kompleksitas dalam
mengintegrasikan sistem baru dengan sistem lama yang sudah ada, kebutuhan investasi
berkelanjutan di bidang keamanan siber, serta pentingnya peningkatan kapasitas sumber
daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Di samping itu, kesenjangan digital dan
perbedaan tingkat literasi teknologi antarwilayah menuntut pendekatan yang inklusif dalam
perancangan dan penerapan sistem visa digital. Untuk menjaga keberlanjutan jangka
panjang, sistem ini juga memerlukan pembaruan secara rutin serta kemampuan beradaptasi
terhadap ancaman keamanan yang terus berkembang dan kemajuan teknologi yang terus
bergerak maju.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah menyusun peta jalan
transformasi digital layanan visa yang komprehensif. Peta jalan ini sebaiknya mencakup
jadwal yang realistis, alokasi anggaran yang memadai, serta strategi manajemen perubahan
yang efektif. Investasi pada infrastruktur teknologi juga perlu disertai dengan program
pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para petugas yang akan mengoperasikan sistem
tersebut. Kerja sama internasional dalam hal standardisasi dan pertukaran data perlu
diperkuat melalui perjanjian bilateral maupun multilateral guna mendukung keterpaduan
sistem secara global.

Di sisi lain, pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan berpandangan ke depan
penting untuk mengakomodasi perubahan teknologi yang cepat, sembari tetap memastikan
kepatuhan terhadap regulasi privasi dan standar internasional. Kemitraan antara sektor
publik dan swasta dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan keahlian perusahaan
teknologi, sambil tetap menjaga kendali pemerintah atas data keimigrasian yang bersifat
sensitif. Evaluasi dan penilaian secara berkala terhadap kinerja sistem, tingkat kepuasan
pengguna, serta efektivitas keamanannya perlu dilakukan demi perbaikan yang
berkelanjutan.

Penelitian di masa depan dapat difokuskan pada pengembangan teknologi-teknologi
baru, seperti komputasi kuantum untuk pengamanan data (enkripsi), blockchain untuk
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pencatatan data yang tidak dapat diubah, serta kecerdasan buatan tingkat lanjut untuk
analisis prediktif terhadap pola migrasi. Studi komparatif mengenai berbagai model
implementasi dan efektivitasnya dalam konteks budaya dan regulasi yang berbeda juga
dapat memberikan wawasan berharga bagi penerapan praktik terbaik secara global. Selain
itu, penelitian mengenai dampak jangka panjang dari digitalisasi terhadap pola mobilitas
internasional dan implikasi ekonominya akan menjadi kontribusi penting bagi perumusan
kebijakan di era digital.
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